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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telaah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.
94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan
Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Propertest)
Bank Perkreditan Rakyat; (dihapus)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi
Bank Perkreditan Rakyat;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun
2017 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Sampuraga Cemerlang (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
Nomor 203).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

Menetapkan

dan
BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
SAMPURAGA CEMERLANG













11.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 20

(1) Dewan pengawas dan anggota dewan pengawas diangkat oleh bupati
setelah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

(2) Jumlah Anggota dewan pengawas paling banyak sama dengan jumlah
direksi.

(3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai
Pengawas paling banyak 1 (satu) BPR atau BPRS.

(4) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai pengawas.

(1) Dewan Pengawas dan anggota dewan pengawas diangkat untuk masa
jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1
(satu) kali masa jabatan apabila dinilai mampu melaksanakan tugas
dengan baik.

(2) Dewan pengawas dan anggota dewan pengawas berusia paling tinggi 60
(enam puluh) tahun pada saat diangkat pertama kali.

(3) Dewan pengawas dan anggota dewan pengawas setelah dinyatakan lulus
penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and propertest) dari Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum
diangkat sebagai dewan pengawas dan anggota dewan pengawas.

(4) Pengangkatan dewan pengawas dan anggota dewan pengawas tidak
bersamaan waktunya dengan pengangkatan direksi dan anggota direksi
kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian BPR.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 21

(1) Untuk dapat diangkat menjadi dewan pengawas harus memenuhi syarat
meliputi :

Integritas

Kompetensi

Reputasi keuangan yang baik

Sehat jasmani dan rohani

Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tidak sedang menjalani sanksi pidana dan

Tidak sedang menjadi pengurus partai politik calon kepala daerah, wakil

kepala daerah dan/atau calon anggota dewan perwakilan rakyat/dewan

perwakilan rakyat daerah.

(2) Dewan pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PERUMDA
BPR Sampuraga Cemerlang.

(3) Dewan Pengawas dan Anggota dewan pengawas wajib memperoleh persetujuan
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum diangkat dan menduduki
jabatannya.
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13. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22

(1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a,
meliputi:

a. Memiliki keahlian, kepemimpinan, pengalaman,jujur, perilaku yang baik,
dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan
PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang.

b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
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c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional
PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang yang sehat;
d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus (DTL).
(2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf
b, meliputi:
a. memiliki pendidikan formal minimal Strata 1 (S.1)
b. memiliki setifikasi kelulusan dari lembaga sertifikasi.
(3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1) huruf ¢, meliputi:
a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit,
dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan..

14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 23

(1) Anggota dewan pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:

a. Bupati dan Wakil Bupati dalam hubungan sebagai orang tua termasuk
mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan
suami/istri;

b. anggota dewan pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua
termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk
ipar dan suami/istri; dan

c. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri,
mertua, menantu, dan saudara kandung.

(2) Dewan pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau
tidak langsung pada PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang atau Badan
Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PERUMDA BPR Sampuraga
Cemerlang Hukum/ Perorangan yang diberi kredit oleh PERUMDA BPR
Sampuraga Cemerlang.

(3)Dewan Pengawas atau anggota dewan pengawas dilarang menjadi pengurus
partai politik.

15. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 24

(1) Dewan pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada
Bupati dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setempat, mengenai pelaksanaan
tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 bulan dan tembusannya disampaikan
kepada Menteri Dalam Negeri.

(2) Dewan pengawas wajib mempresentasekan hasil pengawasannya apabila
diminta Otoritas Jasa keuangan (OJK).

(3) Dewan pengawas dapat membentuk sekretariat Dewan Pengawas yang paling
banyak beranggotakan 2 (dua) orang atas biaya PERUMDA BPR Sampuraga
Cemerlang sambil mempertimbangkan efisiensi pembiayaan BPR.

16. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 25

(1) Dewan pengawas diberikan honorarium sebesar :
a. ketua dewan pengawas, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari

penghasilan Direktur Utama; dan
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c. reputasi keuangan; dan
d. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional
PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang yang sehat.

(2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota
direksi berakhir.

(3) Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
sebelum diangkat dan menduduki jabatannya;

(4) Pengangkatan anggota direksi dilaporkan oleh direksi kepada Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan;

(5) Anggota direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh bupati atau pejabat
yang ditunjuk oleh bupati.

(6) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak keputusan bupati
mengenai pengangkatan anggota direksi.

21. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 40

(1) Anggota Direksi berhenti karena :
a. masa jabatannya berakhir; dan
b. meninggal dunia
(2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
a. Permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
b. permintaan sendiri
c. reorganisasi
d.melakukan tindakan yang merugikan PERUMDA BPR Sampuraga
Cemerlang;
e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan
daerah atau Negara.
f. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
g. tidak memenuhi syarat sebagai anggota direksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

22. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 46

(1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PERUMDA BPR Sampuraga
Cemerlang jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Rancangan rencana Strategis yang telah ditandatangani bersama Dewan
Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan untuk
kemudian dilaporkan kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK)

23. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 47

(1) Direksi PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang wajib menyusun rencana kerja
dan anggaran tahunan PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang yang
merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku
berakhir.
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Cukup jelas
Angka 19
Cukup jelas
Angka 20
Cukup jelas
Angka 21
Cukup jelas
Angka 22
Cukup jelas
Angka 23
Cukup jelas
Angka 24
Cukup jelas
Angka 25
Cukup jelas
Angka 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
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